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Kisah Kelabu di Balik Maraknya
Pers Lokal di Kalimantan

Miuhamad Sulhan’
Abstract

Drawn upon three filters of political economic analysis of mass
media, namely concentrated ownership, advertising, and the
dynamism of audience, this article uncover a local press in
Kalimantan. For the sake gaining maximal profit they fail to
perform as watch dog and safeguarding moral idealism.
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Pengantar

Fenomena desentralisasi di Indonesia nampaknya tidak hanva
bisa dimaknai sebagai beralihnya otoritas pemerintahan dari pusat atau
Jakarta ke tingkat kabupaten/kota semata-mata, melainkan juga
beralihnya perputaran modal dan orientasi kebijakan dari pusat ke
daerah. Kalau pada masa sebelum berlakunva UU No. 22 tahun 1999
pemerintah pusat harus mengetahui dan menyetujui proses penanam-
an modal pada sebuah daerah tertentu, maka setelah berlakunya UU
tersebut pemerintah daerah (dalam hal ini kabupaten) memiliki
wewenang penuh untuk menyetujui dan menjalin kerjasama dengan
pthak penanam modal. (Purwoko dan Dirdjosanjoto, 2004).
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Dalam hal penanaman modal itulah, otonomi daerah juga
memberi makna spesifik bagi perkembangan media massa lokal.
Kebebasan bermedia di era reformasi tidak hanya menampilkan pa-
rade panjang munculnya media massa nasional, melainkan juga
tumbuhnya media massa lokal. Seperti diketahui, sejak tahun 1998
bermunculan beragam bentuk media dengan dua motif berhadap-
hadapan. Pertama, motif idealistik yang merupakan sebuah lonjakan
atau pemberontakan dari situasi keterkekangan kebebasan informasi
era Orde Baru. Jelasnya, ada dorongan moral di balik itu. Kedua, motif
ekonomik, yang nota bene merupakan insting kapitalis lebih lanjut
dengan memanfaatkan kehausan audiens atas informasi. Para
pengusaha bisa mengejar keuntungan hampir tanpa batas dan dengan
menyajikan isu-isu “bombastis” sebagai reaksi terlepasnya daya represif
situasi awal penyebab motif pertama. Berfungsinya dua motivasi itu
menghasilakan lonjakan pertumbuhan beberapa media dalam waktu
kurang dari satu dekade terakhir.?

Media lokal yang memiliki basis pembaca lokal, biasanya akan
membatasi diri pada wacana kedaerahan. Proporsi headline akan lebih
banyak mengangkat isu-isu lokal. Pertanyaan sederhana yang bisa
diajukan, bagaimana pola yang terdapat pada suratkabar daerah paska
otonomi daerah? Apakah dinamika pers lokal itu benar-benar
mencerminkan kekuatan permodalan yang bersifat Jokal pula? Isu-isu
apa yang otomatis akan mengikutinya dari sisi ekonomi dan politik?
Dengan menggambarkan dinamika media massa (baca suratkabar)
loka] yang tersebar di Kalimantan, tulisan berikut mencoba memberi
alternatif jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas.

Saat ini di Indonesia tercatat ada 25 stasiun televisi (termasuk stasiun televisi
daerah dan tv kabel), ditambah sekitar 1,500 bahkan hingga 2.000-an penerbitan
media cetak. Ini berimbas pada penambahan jumlah wartawan, dari sekitar
6000 pada tahun 1998 menjadi sekitar 20.000 pada tahun 2004. Artinya dalam
kurun waktu lima atau enam tahun telah tefjadi penambahan wartawan
sedikimya 14.000, dan sejumlah itulah mereka yang menggantungkan
hidupnva pada industri media massa (Pikiran Rakyat, 23 Agustus 2004).
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Fakta Pers Lokal

Ada tiga kategori pers yang selama ini dipahami di Indonesia,
yakni pers lokal, regional dan nasional. Konsép pers lokal merupakan
sebuah surat kabar atau koran yang terbit di daerah tertentu. Artinya,
kantor pusat berlokasi di daerah tersebut dan mayoritas berita yang
dimuat adalah berita mengenai daerah tersebut. Surat kabar dengan
kategori ini biasanya tidak dapat dibeli di daerah-daerah lain, kecuali
berlangganan. Sementara jtu, konsep pers regional lebih mengacu pada
surat kabar yang terbit di kota (biasanya di ibukota propinsi) dan
disebarkan ke daerah lain yang berada di luar wilayah kota itu, tetapi
tidak ke seluruh negara Indonesia. Makna yang lebih holistik nampak
ketika kita menyebut pers nasional yang bisa berarti surat kabar yang
terbit di daerah tertentu dan disebarkan ke sebagian besar wilayah
negara Indonesia (Hughes, 2001 : 11). Nampaknya pola kategorisasi
dan klasifikasi yang ditawarkan Hughes lebih ditekankan pada dua
hal utama sebagai prinsip dasar. Pertania, posisi geografis tempat
suratkabar bersangkutan diterbitkan atau dicetak (biasanya disebut
kantor pusat). Kedua, pola distribusi yang dilakukan demi
keberlangsungan kehidupan surat kabar bersangkutan. Dalam dua
koridor itulah nampaknya sejarah media lokal memiliki dinamika
tersendiri.

Media lokal memainkan peran yang tidak bisa dianggap sepele
dalam perkembangan kehidupan media massa Indonesia. Pola memusat
dalam narasi besar pemberitaan seiring dengan kuatnya posisi pulau
Jawa (terutama Jakarta) sebagai sumber berita membuat dinamika
media lokal jarang terbaca dalam literatur-literatur umum. Padahal
kemampuan daerah dalam memanajemen pemberitaan tidak kalah
apabila dibanding dengan Jakarta dan kota-kota lain di Jawa sebagal
sentral wacana media.> Dominasi pulau Jawa dalam wacana berita

' Sebagai contoh bisa dilihat tulisan Khairul Jasmi, scorang wartawan dari
Padang, Sumatera Baral, yang menuliskan bahwa pers di Sumatera B?raF
adalah pers yang relatif tua. Dua puluh lima tahun seusai perang Paderi, d{
sana telah terbit surat kabar dengan nama Sumatera Courant. Menurut Jasmi
sejak 1859 hingga kemerdekaan 1945 tercatat ada 81 penerbitan di
Minangkabau. Hingga kini di sana tercatat 41 su ratkabar, termasuk 23 yang
terbit setelah reformasi.
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tidak mudah dipupus. Jurnalisme di Indonesia cenderung berjalan
dalam prinsip satu arah (dari pusat pemerintahan menuju daerah-
daerah). Padahal sesungguhnya, setiap bagian wilayah di Indonesia
mutlak berhak mendapat bagian yang sama dalam persentase
pemberitaan. Arus programing idealnya bukanlah berjalan satu 'arah,
melainkan seperti scbuah jalan besar, dengan serentetan jalanjalan
kecil yang bukan tak penting (Sen & Hill, 2000: 14-15). Secara normatif
kemampuan pewacanaan tidaklah harus berasal dari media nasional
semata-mata. Media lokal juga turut memainkan peranan. Faktanya
bahwa semua bayangan ini tidak dengan mudah ditemukan dalam
dunia riil kehidupan media massa di Indonesia, setidaknya hingga hari
ini. Sejarah telah mencatat, pada kasus perkembangan media di Indo-
nesia, TVRI telah menjadi institusi yang mencoba menebar semangat
nasionalisme gaya orde baru yang pada gilirannya justru mematikan
potensi kelokalan di berbagai penjuru wilayah Indonesia (Kitley, 2000).

Seiring dengan semangat otonomi daerah yang difasilitasi oleh
prinsip distribusi kewenangan dari pusat ke daerah, kehidupan media
lokat di Indonesia setidaknya menemukan sebuah dinamika dan
problematika baru disamping rangkaian peluang yang bisa diraih.
Terjadi melalui pergeseran sejumlah pers regional berubah menjadi
pers lokal atau pers daerah. Pers regional muncul dan berkembang

pada tahun 1980-an sebagai salah satu akibat diversifikasi dalam bidang
pers.

Sejak akhir 1990-an muncullah fenomena pers daerah. Pers
daerah lebih lokal lagi daripada pers regional, dan biasanya terkait
dengan kabupaten, atau Daerah Tingkat II.

Media di Kalimantan: Otonomi Baru, Media Baru?

Kalimantan adalah pulau terbesar di Indonesia (luasnya 553.000
km) yang memiliki tingkat kepadatan penduduk terkecil dibanding
dengan propinsi lain. Hingga tahun 1990 kepadatan penduduk
Kalimantan hanya 17 orang/km?* (Riwut,1993). Meskipun berbagai
program pembangunan telah dilaksanakan pemerintah pusat, namun
Kalimantan tetap berkembang, perlahan. Penetapan kebijakan otonomi
daerah tahun 1999 membuat masyarakat menyadari akan kemampuan
membangun daerah secara mandiri. Selain itu muncul kesadaran
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-ekali asc h (terutama di Kalimantan Timur) yang
bahwa banyak sekali asct daera : .
selama ini dikendalikan oleh pusat jakarta.* Dalam.c_lu.ma_medfa massa,
‘tlerutama suratkabar, ternyata Kalimantan merplhkl dmjamik—fx yang
tidak jauh berbeda dengan daerah-daerah lain di 'Indonesm. Sejumiah
terbitan yang terdata ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 1
Perkembangan Suratkabar di Kalimantan

umlah Terbitan |

| Propinsi 1999 2000 2003
X 19 8
Kalimantan Barat 6 2 -
Kalimantan Tengah 6 = 2
Kalimantan Selatan | 10 > | 3
mlimantan Timur [ 8

Sumber: Eriyanto dkk (2004, hal. 36)

Secara ekonomi politik, Herman dz.m Chomsky (1‘9.8.8: 1-3‘5)
mengidentifikasi adanya kondisi dan situasi mempenga?'uhl rfsill nr;i(;;a;
yakni (1) ukuran, kepemilikan terpusat, dan orler;tas'x p;(()jia medt
massa, () e Sebogat o0 e on negatil audiens terhadsp
(3) sumber berita media massa, spon el amtikomuns
pernyataan atau program media massa da o Ao

' nisme kontrol. Tulisan ini mengacuy pada tiga g
Tie:iig?\;lmve;jg disebutkan Herman dal_w Chomsky.'lvgalam g;zr:z;rseat
fenomena’pers lokal di Kalimantan, yakni (l‘) kepemili ?n rge dinamik;
(2) relasi iklan dan kepentingan ekonomi media serta (3)

audiens dan sumber berita.

1. Kepemilikan & Monopoli Media Lokal

Melalui pengungkapan fakta dan data yang dibel.—ikan Bagd(;kjlat;l
(1987), Herman dan Chomsky mengatakan bahwa media massa adala

/ .
Kalimantan ini pada tahun 1987 telah menghasilkan
i a
21% pendapatan ekspor Indonesia, yang keb;myakan.beraslz:l;aagrlbk;e:laggzla
; i itasi ti hutan, mingyak, gas, .
sumber daya alam yang dieksploitasi seper , mingy 2 R

iner. i i i ari ekspolitasi ini mulal dird

nineral-mineral lain. Implikasi dari eks : .
32:;;[1'1 Lerusakan alam yang parah di propinst tersebut secara keseluruhan

+ Gatu propinsi terkaya di
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mesin pabrik berita (news manufacture) yang sangat efektif dan men-
datangkan keuntungan besar. Di Amerika Serikat telah menghadirkan
kompilasi ketika dikuasai hanya olch 24 media raksasa (Herman &
Chomsky, 1988).> Fenomena ini sebenarnya tidak terlalu berbeda
apabila melihat kondisi media massa lokal di Indonesia. ‘

Meskipun pers daerah mulai berkembang, kebanyakan terbitan
tidak bisa dikatakan independen, karena. dimiliki oleh konglomerat
media. [awa Pos sangat aktif dalam peran ini, khususnya di Jawa Timur,
dan membuka suratkabar di daerah-daerah yang belum pernah ada
suratkabar lokalnya. Di daerah lain, seperti di Malang, Jawa Pos Group
tidak hanya memiliki satu surat kabar daerah, tetapi justru menguasai
industri pers di daerah itu sekaligus di semua tingkat pasar (Hughes,
2001: 38). Fenomena di Kalimantan sendiri sangat mengukuhkan tesis
Herman dan Chomsky di atas. Distribusi kepemilikan media massa
(suratkabar) di propinsi ini nyaris menjadi ajang perebutan wilayah

ekonomis antar dua penerbit raksasa di Indonesia yaitu Jawa Pos Group
dan Kompas Gramedia.

Harian Akcaya (yang kini bernama Ponltianak Post) merupakan
suratkabar pertama penanda masuknya kelompok Jawa Pos di
Kalimantan pada tahun 1990. Pada mulanya Akcayn adalah warta
penerbitan pemerintah provinsi Kalimantan Barat, yang kemudian
dibeli dan diganti manajemannya oleh kelompok Dahlan Iskan terscbut.
Di Kalimantan Barat, seluruh penerbitan media cetak dimonopoli oleh
kelompok Jawa Pos. Terdapat empat suratkabar lokal yang dimiliki
kelompok bisnis penerbitan pers Dahlan Iskan ini (Pontianak Pos, Equa-
tor, Kapuas Pos dan Kun Dian Ri Bao). Untuk mempermudah birokrasi
pencrbitan, kelompok ini menempatkan Tabrani Hadl, seorang pejabat

$ Ada tiga jaringan televisi yakni ABC, CBS dan NBC vang sebenarnya
menginduk pada perusahaan besar yakni Capital Cities dan General Electric.
Di dunia surat kabar terjadi monopeli dalam industri media cetak oleh
perusahaan seperti Times-Mirror vang memiliki New York Times, Washington
Post dan Los Anugeles Times. Herman dan Chomsky intinya menegaskan ada
beberapa nama media besar lain yang sebenarnya dimiliki oleh sebuah
perusahaan besar ataupun hasil patungan beberapa perusahaan yang
prinsipnva sama yakni: bagaimana agar keuntungan sebesar-besarnya

mengalir hanya pada satu perusahaan atau perusahaan patungan mereka
saja.
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1i lingkungan Pemerintah Daerah Kalimantan Barat sebagail salah
dy i r L

seorang, direksi. |
I:glal yang terjadi di propinsi lain di pu;;w ti:seesitijt.u}:atlelggn;z
Tengah juga dikuasal oleh kelompok Jawa Pos, ot E: n tetap ada
& g' . lokal” dalam bisnis media. Kalleng Pos adalah ko @ P rtama
\'iigﬂ?aliri modal dari kelompok ]awall’os, 22\;:\18:::;21“1?(: b:i,ah
P i ; rolonga e h
Pi‘t‘qk? Kﬁ!'h":gr.*l :?(Eiz?;Eé‘arrtlegn;afl?:ﬁlsg‘;;;anggterkait erat dengan situasi
Y 'fil.terb“ ao_c\,’isi Gubernur Kalimantan Tengah saat 1tu, SoeParma_ntok
}?Ohhk'd}?nl pva kasus Pontianak Pos, kehadiran Ka{terlg Pos juga t:ldak
pepert , 4 nngenuh‘an kepentingan pihak pemenlntal'.\ .daerah Iil.mtu t
Y 'dd”kpn media guna menampung berbagai kritik dan surﬁ
memlp”ta' : , caat itu marak terjadi di Palangkaraya dan daer?.i
galeng y'andb SKe:limantan Tengah. Alasannya, daripa.da semua krlt:(
Ttue;na?nl]i:jrl selmakin liar dan lidak bisa dipertanggung]awabkan, maka

diperiukan media.®

Bersamaan dengan itu, ter-jz;di trend :;322;::&? g)euql:rugi&aé

jati ‘ apa . :

i 1)2{;1n%z:rauhs?JZZhi,erlSain:r:n;a a%alah Kaliteng. Realitars; di

r}T(mlx'npert(;rla'rl.'er13,;:1h ini kemudian direspon oleh kelompok ]awarO?Js.

ia ser cam hubungan yang saling menguntgngkan antara % ;

e Semﬂd‘ ngan pihak pemerintah Daerah Kalimantan 'I'eng.abahs.z‘l'a

]_3“‘*’3 P?Sl : %o«e% lobi yang cukup alot, akhirnya disepakati we
E%R%egail II:em”d‘a Kalimantan Tengah merangkul Jawa Pos un

jni diceritak aliole daktur Kalteng Pos, Wahyudie
e S !
F velesaiks em?s bel?r'udul " Media Massa dan Identitas Etnik: (Studi W;l(c:r;nf;
menye.lesa_l}(a!:qtchsf:‘}Er:_m)\_ Etnik Dayak Saat Konflik Samp_it 2001 Padn Susrgt. (lloa .
A’“‘?S RE’I’;&_U; n-kmrmﬂq l:’c“rhlda;’ jmz_rmr:' - Maret 2001) di Program 52 e sxxo Pg;
I\?L!C;IR%?;;Sh dalitarv;ang dihasilkan guna mencelritakan sejarah Kia?flang
ts;r:'sk disuplai cecara lisan oleh beliau. Penulis haln}{a.ai n:(:"::‘gahs ol
oz bel npaikan hingga memiliki struktL)Tyal1g ebihsi i en;‘]is-
{ﬂaeaiz’:frjlzﬁat‘af}sir sepenuhnya mutlak menjadi tanggung [2wab p

i ari idi inya penerbitan
7 Kecenderungan diversifikasi ini tidak lepasdar nm\mdﬂ_)atasel:zrb]:i)tan o
\ia pasional di Jakarta, karena kvce_ndrungmj efo_r}_Z\I p Pt
?’u I:kam:lm UU No 40 Tahun 1999 tentang pers. Kondisi ini mu
152 ¥e 1

Ta pelm ! !I L T3 11‘1“\11 e -'Ih d »”l’i‘.lt 1 T }&. 0!(1.] .
tan e{lid Il (\h 1 p
}.d < } Olic ]. sar d; inc ‘t. penc i S dEiEIZ!\l
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membuat sebuah media lokal yang memiliki area distribusi diseluruh
propinsi Kalimantan Tengah. Setelah itu barulah seluruh aspek
administrasi dari kchidupan sebuah media ditata dan diperbaharui.
Masalah utama adalah ijin untuk menerbitkan sebuah harian. Untuk
bisa terbit (pada zaman orba saat itu) perusahaan harus memiliki Surat
ljin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) yang saat itu kuotanya memang
habis. Untuk menyiasati hal itu, maka diputuskan menggunakan
SIUPP koran mingguan daerah; Pelitn Pembangunan yang terbit Senin
sampai Kamis. Jadi sejak awal penerbitannya, Kalteng Pos merupakan

perpanjangan tangan jaringan kapitalis surat kabar nasional Jawa Pos
dari Jawa Timur.?

Monopoli yang dilakukan oleh kelompok Jawa Pos juga terlihat
secara menyolok di propinsi Kalimantan Timur. Sejak tahun 1990,
terbit harian Kaltim Post di Balikpapan yang menjadi pusat perdagangan
propinsi ini. Kaltim Post kemudian beranak-pinak dengan menerbitkan
Post Metro Kaltim, sebuah surat kabar yang khusus melayani pembaca
menengah ke bawah dan memberitakan masalah, utamanya
kriminalitas di kota Balikpapan. Berikutnya terbit Samarinda Pos yang
berupaya melayani pembaca di Samarinda dan sekitarnya. Uniknya,
kantor pusat Samarindn Pos pada awalnya berkeduvdukan di kota
Balikpapan, satu kantor dengan Kaltim Posf. Kemampuan kelompok
Jawa Pos untuk masuk dan mendirikan media cetak tersebar secara

merata tentu saja bukan tidak diiringi oleh “pemain lokal” (Eriyanto
dkk., 2004).

Tercatat ada dua media cetak di Kalimantan Timur yang pen-
danaannya disokong oleh pengusaha kayu, politisi, atau pejabat daerah.
Kedva media itu adalah Swara Kaltim dan Posketa. Yang pertama
dirikan oleh Syaukant, Bupati Kutai Kartanegara dan Ketua DPD
Golkar Kalimantan Timur. Sementara harian kedua dimiliki oleh Fuad
Arieph, salah seorang pengusaha yang juga ketua DPRD Samarinda.
Aliansi yang menarik antara sosok pemilik media sekaligus juga sosok

N

Imbas sebagai sebuah koran jaringan cukup terlihat bahkan sampai pada sisi
fay out. Apabila diperhatikan tampilan Kalteng Pos, maka tidak tertalu sulit
untuk melihat “kemiripan” nya dengan Jawa Pos. Penambahan suplemen
" Kapos Metro” juga identik dengan adanya suplemen aneka macam “radar”

pada surat kabar Jawa Pos, seperti Radar Tegal, Radar Yogya, dan“Radar yang
lain”.
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i i se tai Golkar membuat prosentasi
:ai penting dari sebuah par .
ggllrl\tt:;;ltiai\ me%jia raereka sarat dengan kcpentmgar.nFlrcopag‘;..ndiec'{;az
. ine mata dari para pemibk media ceta
epentingan keuntungan semata = :
t*riebut g’Praktek-prakte!l( jurnalistik di lapanganpun mermr(li)ukkan
Lf.-t a 'media lokal di Kalimantan Timur sangat sarat en%a_n
]:\ azimlikong" dan “perkoncoan” antara insan media dan pihak lain
KOTIE Re
yang dianggap menguntungkan. | |
Berikut data tentang kepemilikan suratkabar di Kallmantaa
; . . o
Selatan. Apabila wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Tefll}Ea
. a : '

i :1k1[r)1 wilavah kelompok Jawa Pos memonopoli kr:—:-pemlc; ar;
ru = < s 3 . ] ;
I:lidif maka di wilayah Kalimantan Selatan, }\t—_h)l’ﬂ?(?k m; m;m; 1:}:;1
sain a’n ketat dari kelompok Kompas Grame§1a. Dari hma. arlﬂk ol
‘\;ang terbit di Kalimantan Selatan, dua diantaranya dsmlr;elnjaedi

] ; 3 ia dan hanya satu yang
< k Kompas Gramedia ¢ ya ¢ : ‘
telorr?f:gan tmggn kelompok Jawa Pos. Dua lainnya (Bﬂrlf{: Zost dar;
epanjé : } ! dar
f\’ﬂp;"mflnmn Post) dimiliki oleh pengusaphar}oktalkf{;la(:’jr;p;gva n?enj[;di
Gra il ' sin Post untuk ¢ y
) .dia yang mendirikan Banjarmasi e : enjadi
irameglcrt)ijnsgtertinggi di Kalsel kemudian meigkukan dwersﬁ:}:{ai;
‘lorzmn menerbitkan Metro Bawjar, Tabloid Serambi Ummah <.:lan tn f;
: ; idi ita- utar
}iigfs Metro Banjar diterbitkan dengan m?'mbld;‘rib?;;t;(};i,r::b? sJEmmh
. ] i isti iminalitas. Tl
rmasin dan peristiwa krimnahtas. : : !
. E?c?\]]sr angsa pasa}i masyarakat {slam di Kalsel, terutama f]ka]cl[
mema Banpar Sedangkan tabloid Bebas diterbitkan sebagf': St,a Ol’t
: : <
W(?lzgk danjhiburan. Pada tahun-tahun tequhlr paska koqﬂl iq:)i;ncpi)an
PB bas kemudian mengakomodasi berita-berita seputar dunia m \trate i
til; vane ternyata disukai pembaca di K_alscl. Denganos ' f’u
i“a réi}ik{;si itu, kelompok Kompas Gramedia melesat ;*negtj)nz )qun
i(le\lir;wpok Jawa Pos yang baru masuk pada tahun 2002 aeng:
menerbitkan Radar Banjarmasin.

1i Kali atan digambarkan
Peta kepemilikan curatkabar di Kalimantan Selatan dig

dalam tabel berikut :
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Tabe] 2
Pemilik Suratkabar Lakal di Kalimantan Selatan

Sumber: Eriyanto dkk. (2004, hal. 51).

keh)mPe;)r}l:e}?bangan pers d@ Kalimantan Selatan, nampak dominasi
relor Z ompas Gramedia yang melibatkan pengusaha, birokrat
ocal, !samping juga kelompok penerbitan Jawa Pos. Struktur
kgpem_lllkan N1 sangat berkait erat dengan kepentingan pc‘)litik ‘ang
bisa dlpe.roleh dengan menggunakan media massa. Terdapat ngr(na}?
nama pe]abat daerah yang turut membidani sejumlah penerbitan
Lha.eruddm Zerriqli (Pengurus DPW PBB dan anggota DPRD l
Kalimantan Selatan) menjadi pemimpin umum dan pemim i
perusahaan di tabloid Deklarator. Sementara itu Sulaiman HRB sebwpai
I\'etual DPW Golkar menjadi penasehat di harian Kalimantan Post( gDi
tabloid Modus yang banyak berisikan hiburan dan berita kriminai»itaq
!erd(?pat.Ach mad Supawi (anggota DPRD [ Partaj Golkar) yang men'ad‘i
pemimpin perusahaan. Syachriel Darham (mantan gub(—‘rnur Kiljse-]
Send_m menjadi penasehat tabloid Aspirasi Rakyat, so'mel;rtara i‘:!;‘ir‘n-"‘)
Herlma‘.va.ty Darham menjadi penasehat di tabloid Mandir (Slil‘r'él!.‘!.tv()“
2002). Dari Kalangan pengusaha bisnis perkayuan yang turut terh’bat/
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BSur.atkabja: Penerbit Pemilik Latar Belakang Pemilik
P:j:‘_:;mr.:nn.\rn PT Gr-._ahka Kelompok Banjarmasin Bisnis penerbitan pers

; \/,Va.ngl Post (Kelompok Kompas ‘
Kalimantan Gramedia)
T :
Barita Post PT Bam.ar Bina [« Gunti:r Prawira Pengusaha kayy
Mandirj (Perr.i:npin umum, ’
Pemimpin Redaksi)
* Irwan Gunadi (Wakil
Pemimpin Umum,
= ’emimpin Perusahaan)
v

PR Kelompok Jawa Pos Bisnis Penerbitan Pers —’
Kali ! : 5 i
P;:Sjmm!lm. PT I'I(arya' Soelaiman HB (Penasehaty | Soelaiman FIB adaiah

Banjar Sejahtera | Taufik Effendie (Pemimpin | ketua DIPw Golkar
Umum{ Pernimpin Kalsel, sedangkan
Redaksi) Taufik Effendie adalah

Y e I ketua Kadin Kalsel

aya Kelompok Banjarmasin Bisnis Penerbitan Pers
Media Aditama [ Post (Kelompok Kompas
Gramedia)
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dalam bisnis koran ini terdapat nama Guntur Prawira, Jrwan Gunadi,
sebagai pemilik saham di Barito Post, dan Taufik Effendi yang memiliki
saham dj Kalimantan Post. Memang tidak ada penelitian cukup meyakin-
kan tentang campur tangan para pemilik dalam.prinsip dan manajemen
redaksional sebuah suratkabar di Kalimantan Selatan. Namun
pengamatan sepintas atas isi media sepanjang masa Pilkada 2005,
nampak sekali afiliasi suratkabar tertentu pada sosok-sosok yang dinilai
memberikan keuntungan bagi penerbitan mereka.

2. Iklan: Sumber Utama Pendapatan?

Media massa sebagaimana organisasi-organisasi bisnis lainnya
{McQuail, 2000, Albarban, 1996). Bagi media massa, operasinya hanya
bisa digerakkan dengan dua kekuatan yakni tiras (oplag) dan perclehan
iklan. Media nasional vang bertiras besar (Kompas, Jawa Pos, Republika,
Media Indonesia) Tidak menghadapi kesulitan yang berarti dalam
mendapatkan jklan. Para pemasar dan produsenlah yang justru
mengejar dan meminta “ruang” pada surat kabar mereka. Bagaimana
hainya dengan media lokal?

Seperti yang diungkapkan Eriyvanto dalam penelitian tentang
dinamika pers lokal di Kalimantan, perolehan jklan di suratkabar
Kalimantan dikuasai dan mengalir pada dua kelompok penerbitan
besar Kompas Gramedia dan Kelompok Jawa Pos (Eriyanto dkk., 2004:
43-45). Suratkabar yang terbit di Kalimantan Timur dan Kalimantan
Selatan pada umumnya memiliki kecenderungan perolehan iklan yang
terus naik. Harian Kaltim Post pada tahun 2000 saja berhasi}
memasukkan pendapatan iklan sebesar Rp 37,3 milyar, padahal masa
awal diluncurkannya (1992) perolehan iklan hanya Rp 2,5 milyar per
tahun. Ini berarti selama delapan tahun pendapatan iklannya naik
hampir 15 kali. Nampaknya trend kenaikan ini terkait erat dengan
sernakin ekspansifnya suratkabar tersebut ke seluruh pelosok kabupaten
di Katimantan Timur. Meskipun demikian, secara umum peta
perolehan iklan di suratkabar Kalimantan ter>ilang rendah apabila
dibandingkan media lokal di Bali, Yogyakarta, Medan, dan Makassar.
Tabel di bawah ini mencoba menggambarkan besarnya perolehan iklan
suratkabar harian di Kalimantan:
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Tabel 3
Pertumbuhan Iklan Suratkabar Lokal di Kalimantan

Total iklan satu tahun (dalam milyar rupiah)

Suratkabar 1992 | 1993 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | '2000

Pontianak Post - - - - - - 10,78 | 18,23

Kaltim Post 2,50 2,38 4,40 6,04 | 949 | 1636 | 1545 | 25,72 | 37,29

Banjarmasin Post | 5,33 8,34 1036 | 8,72 | 11,41 | 13,20 | 12,10 | 10,56 | 18,47

Sumber Kompilasi Data Surindo dan Nielsen Medja Research (AC Nielsen Media In-
dex), berbagai tahun penerbitan (Eriyanto dkk., 2004: 44).

Meskipun memiliki perbedaan dalam perolehan angka-angka,
nampak bahwa Pontianak Post (Kalimantan Barat) dan Banjarmasin Post
(Kalimantan Selatan) memiliki fluktuasi pertumbuhan jauh di bawah
Kaltint Post (Kalimantan Timur). Padahal dua harian yang discbutkan
pertama terbit lebih awal dari Kaltim Post. Fakta heterogennya
perolehan iklan ini menunjukkan bahwa besaran potensi daerah akan
berpengaruh langsung bagi pers lokal. Perlu diketahui bahwa dengan
kesadaran tidak banyaknya perusahaan besar di Kalimantan yang mau
memasang iklan di suratkabar lokal, para pemilik media tersebut
kemudian berupaya mencari strategi baru guna memperoleh pengiklan.

Strateg: tersebut merentang dari praktek legal formal hingga sedikit
llnakaill.

Strategi legal formal dilakukan dengan mematok harga
pemasangan iklan yang bervariasi antara satu daerah dengan daerah
lainnya. Meskipun Jawa Pos memiliki hampir sepuluh penerbitan di
seluruh pulau Kalimantan, namun kebijakan harga perkolom dan
patokan harga iklan perhalaman diserahkan sepenuhnya pada
pimpinan redaktur suratkabar lokal masing-masing. Bahkan untuk
Kalimantan Barat, Jawa Pos hadir dengan kekuatan monopoli dalam
kepemilikan suratkabar, mereka menetapkan harga yang berbeda-beda
untuk Pontianak Post, Equator, Kapuas Post dan Kun Dian Ri Bao. Strategi
ini terbukti berhasil karena para pemasang iklan akan menyesuaikan
antara pencapaian targel market mereka dengan harga iklan yang
dipatok Jawa Pos untuk daerah tertentu. Seorang calon Bupati Kutai
Kartanegara saat Pilkada tahun 2005 hanya mengeluarkan uang untuk
memasang iklan sesuai dengan harga standar pemasarangan iklan yang
berlaku di daerah pemilihnya. Meskipun cara ini sudah dilakukan
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cecara resmi oleh manajemen suratkabar lokal, namun perolehan iklan
-tvtap saja tidak mampu menutup total biaya operasional (pengal.(uan
beberapa redaktur harian lokal menyeb_utkan b.ahwa pendapatan iklan
hanya menyumbang 40% hingga 50% dari pendapatan mereka
perbulan).

Kesadaran akan sedikitnya produsen dacrah dan para pemasar
daerah, ditambah daya beli yang rendah membuat para pr~akt151 me-
dia di daerah tidak lagi bisa sepenuhnya mengharapkan kue iklan yang
terlalu besar bagi media mereka. Sementgra itu mengharapkan g;rai
yang tinggi untuk menutup biaya produksi dan operaswn_al juga Et a;(
Lukup mampu untuk direalisasikan. Muncullah kcr}iudlanq_;;ri ;u-.\
praktek kerjasama dengan pemerintah da.erah seperti yang dilaku an
oleh kelompok Jawa Pos di Kalimantan Timur. Kelompo.k usaha milik
Dahlan Iskan ini, sejak masuk ke Kaltim tahun _1992 hlnggqa saat 1;1
sudah memunculkan berbagai harian dan tablgld seperti -nmlmg a
Pos, Radar Tarakan, Metro Balikpapan, Radar Banjar, Radar Kalteng ;n
Radar Sulteng. Kaltim Pos Group ditenggarai mempraktekkan usada
yang janggal. Tiap hari menjual hal.aman surat kabarnya liata
pemérintah daerah, baik tingkat propinsi, maupun kabupaten dan kota.
Halaman itu dijua! sebagai iklan, namun bgntuk dan tata letaknya slama
dengan berita. Isinya adalah berita-berita yang berasal dar relense
humas pemerintah daerah tersebut.

Impikasi yang muncul kemudian adalah praktek pembelxaw;nkl:;\
yang sebenarnya sama saja dengan memuat berita d.engan merl;\'t agers.
Menurut keterangan Suratno Slamet, ketua /\.so§1351.Pener 1T. >
Kalimantan Timur (APPKT), pihak Humas propins Kahmantar}\< h1rr1u
membeli satu halaman Kaltim Post setiap hari dengz.m !(ontra akl;gla.
Rp 1,5 miliar per tahun, sementara kabupaten Kutai Timur n;emn ;
tiap hari dengan harga Rp 800 juta per tahun, kabupater\h Tm yrl
berkisar antara Rp 300-300 juta pertahun unfuk setengah adamat .
Praktek ini menurutnya hanya dilakukan Kaltint Post. quak ? a satu
Koran pun, entah itu di Jakarta maupun kota besar lainnya, )l;z;r;ﬁ
menjual halamannya untuk dibe)i pemerintah dengan memasu
berita-berita release pemerintah.

Melalui upaya kerjasama itu kemudian, pembqritaan Tednka
tersebut (Kaltim Post) atas diri pemerintah daerah menjadi sgng;:t unz;};
Getiap media yang tergabung dalam Kaltim Post Group tidak pern
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atau jarane e A ; .
dae_rz{h p:)mas;ibt?liik{m Penyimpangan yang melibatkan pejabat
kebijakan pembangunadn. Kebanya.kan tentu saja 1’1‘19171ber1'l‘;ckaa
2003). Praktek ini t%-ntu r;efaaginisﬁhft(Pm?m - januarr;
corong bapi : yeret media lokal terse iadi
kritjs,%mahg;ispe;;in?tah daerah t?ersangkutan. Tidak adzullan}er?éaidl
besert aparalmya_ yr,vl;egsa;c?n atas tl[‘l.dakén negatif pemerintahgdaer;lf
Effendi telah men am _;(pun pemimpin redaksi Kaitim Post, Rizaj
dimonopoli para i" bptal - bAantahannya bahwa mereka tidalk bi

pembelian saty lepm)gaf}p;eme“mah daerah tersebut, namun faktanlsz
Pemerintah Dacrah 1 W@faman perhari untyk menyiarkan ke ia(g,

dan berita. Pacs t1 yi;ne;:bl?ﬁat semakin tipisnya perbedaangilda;1
batas antara Propagandagdan lbe:;gngkhawaturkan I semakin tipisnya

3. Khal
alayak Pembaca: Bertemunya Kepentingan Sumbper

Media mass -

suatu interaksj Sin?b?:)es?sumf He;mAan & Chomsky (1988) terlibat dalam
media massa digerakkan(a ;yénbzonc relationship), penyediaan informasj
dan pertakaras b Gn“0 e kebu.tuharj ekonomi (economic necessity)
butuhkan keber[anps ngan (reciprocity of interest). Media m-en;_
nya”. Sumber berilfmungabn berita yang menjadi “bahan dagangan.
de dan dirinya pada khotayal e "C04 M2552 guna memaparkan
butuhkan berity o yEl ay_ak. Serqeiwtara di sisi lain khalayak merin
Pada titik inilah Warﬁgaaks}i?;i? (Ijl_ngkun.gan yang "mengitarinya”-
hubung a symbiotic relationship lerjsdebluTT’ii?:ol:a;iirggrz(}biglai Dt

' ) : okal, warta-

J y
an

Karyawan '
an °1)
peran distmn d)i/;n g dipeke r}alfan pers daerah mengakui besarny:;
S zli(sa otonomi dacrah. Baik wartawan m-%u o
sexaligu i 1 \gake
b denga gkei.‘aiyawarx sirkulasi serta periklanan mengapkuri1
ljakan otonomi ( i
e e o ja . daerah tersebut mereka da
menyadari),b’l;\r‘:/mn;)-arakal di daerah melalyi media loka) t\/hc;rfl?t
) ’ . : - PR o z
b kawawmapcir:ldpcrha;t;an baru terhadap isu-isu Jokal dal::
ryaws TS daerah yang me al !
heraes Sy : A< mempunyai pengetahuan lok
s o betahu.l keadaan unjk daerahnya untj’k (i'l 'Ioka]’
ghes, 2001: 34). Namun apa! h kes it ot dom
apaxah kesadaran itu sydah diikuti dengan
1 T h(
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kemampuan mewacanakan apa yang layak dibaca olch khalayak lokal
sekaligus mencerdaskan mercka?

Upaya untuk melihat itu bisa dimulai dengan menelusuri fluktuasi
oplag suratkabar. Perkembar3an oplag suratkabar di Kalimantan

hingga tahun 1999 adalah potret stagnannya pertumbuban pembaca.
Data terakhir tahun 1999 yang berasal dari Departemen Pencrangan
RI menunjukkan bahwa oplag tertinggi suratkabar lokal di propinsi
ini hanya mencapai 86.000 eksemplar dengan fluktuasi yang tidak pasti
setiap tahunnya. Angka tersebut muncul seiring dengan komposisi unik
khalayak pembaca di Kalimantan. Menurut data Departemen

Pencrangan RI tahun 1999, komposisi pembaca suratkabar di propinsi
ini lebih didominasi oleh karyawan swasta dan PNS. Berikut data yang

menunjukkan distribusi khalayak tersebut:

Tabel 4
Khalayak Pembaca Suratkabar di Kalimantan
(dalam persen)

Khalayak Kalbar Kalteng Kalsel Kaltim

Ibu rumah tanpga 10 3 6 6

Pelajar/ Mahasiswa 12 3 2 13
Petani/ nalayan L] 4 14 10
Pedagang 25 14 15 11
Karvawan Swasta 24 21 19 12
ABRI] 5 8 12 10
PNS 21 37 32 30

Sumber : Diolah dari Inventarisasi Penerbitan Pers Nasiona! (1’PN) Dcpartemen

Penerangan, 1999.

Munculnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai segmen pembaca
terbesar seperti ditunjukkan tabel di atas bermakna masih kuatnya
logika birokratis dalam penerbitan media di Kalimantan. Kesadaran
pihak media bahwa jumlah pembaca terbesar di Kalimantan adalah
pegawai negeri menyeret mereka untuk menetapkan kantong-kantong
pemerintah sebagai target market. Pada titik inilah terjalin simbiosis
mutualisme antara sebuah penerbitan suratkabar dan pemerintah
daerah setempat. Di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur,

331



Jurnal lmu Sosial & lmu Politik, Vol. 9, No. 3, Maret 2006

strategi ini sudah berjalan cukup lama. Sebagai contoh adalah tabloid
Mandin di Kalsel yang sebagian besar sirkulasi beredar di pemda-pemda
di kota Marabahan, Banjarbaru, Tanjung, Amuntai, Banjarmasin serta
DPRD I dan Il. Kerjasama ini ditandai oleh adanya suplemen khusus
mengenai kegiatan pemda kota atau kabupaten yang ada di Kalsel.

Hal yang sama terjadi pada harian Kaltim Post yang bahkan
menjual halaman suratkabarnya pada pemerintah daerah baik tingkat
propinsi maupun kabupaten. Logika ini membuat suratkabar lokal bisa
menjadi media eksternal pemerintah daerah yang isinya jelas sangat
memihak pada kepentingan pemerintah daerah. Pada titik inilah
khalayak pembaca menjadi termiskinkan dari pemberitaan-pem-
beritaan kritis. Halaman-halaman dari suratkabar Jokal lebih banyak
diisi seremoni pemerintah daerah. Pembaca menjadi tidak peka, dan
seiring dengan itu mereka digiring pada wacana hiburan dan krimi-
nalitas. Trend pemberitaan tentang hal-hal tersebut halaman-halaman
suratkabar Jokal terus meningkat. Dalam catatan Tantowi Djauhari,
seorang mantan wartawan Kaltim Post dan Samarinda Pos, media lokal
di Kalimantan Timur cenderung lebih banyak memberitakan sisi hibur-
an dan kriminalitas, bahkan larut dalam “kongkalikong” melindungi
kegiatan perjudian (Djauhari, 2002).

Upaya pers lokal untuk tetap bisa menghidupi dan mencari
keuntungan menyeret pelaku penerbitan media lokal pada sebuah
hubungan yang sangat merugikan khalayak pembaca. Apa yang telah
dibaca khalayak lebih mirip sebuah parade keberhasilan pemerintahan
daerahnya, karena seluruh berita tentang penyimpangan dan ketidak-
beresan telah diredam di meja redaksi. Yang terjadi adalah ketimpangan
informasi yang dikendalikan sepenuhnya oleh pihak yang memegang
kuasa. Upaya mengalihkan perhatian atas isu-isu sensitif lokal itu
ditempuh dengan memuat berita-berita politik, olahraga, dan ekonomi
yang berasal dari Jakarta dan sifatnya nasional. Hal ini terjadi pada
harian Kaltim Post. Suratkabar 24 halaman itu sebanyak 12 halamannya
(dari halaman 1 sampai 12) dihiasi dengan berita yang lebih banyak
berasal dari fakarta. Alhasil selain ber::a tentang hiburan dan

kriminalitas, pembaca lokal tetap saja mengkonsumsi berita-berita
nasional.
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Catatan Penuftup

Tiga aspek yang dibahas, yakni kepemilikan, dinamika ikl?n, se}rlza
kb l-wa% s‘asaran dan sumber berita menunjukkan l_aahwa dmamlda
Erls‘ iokal tidak identik dengan dinamisnya potensi lok;ﬂ/y?ng ada
(pj?daerah-daerah. Fakta menunjukkan ba_hv\./a pers l(.)ka.i di I\allmla(mztizx;
ada dasarnya adalah kepanjangan jaringan bxs?xzdu}a( rl(a)r: s
Een@rbitan di Indonesia : kelompok Kompas Granjled:la a:m;a Up[;ya
iin i lkan persilangan
j ;. Praktek monopoli ini menimbu r2 !
];Vg’:cisib keuntungan dan penumbuhkembangar_w_Abtud.azz)zkkr:;t;s&ggjr;
i tiga cin terje
lokal tersebut terlihat adanya tig : _
fglgit gflrzfm diaspora modal. Wajah media terceral berai karena

benturan antara kepentingan modal dan moral.

Tiga ciri itu adalah, pertama, media lokal muncul Idengan model
jah i‘gmedia abu-abu”. Media lokal mex\jadi ].<epzan}z.xtj&,{zx.rz1 talr_\gan
Vr:\igia nasional, yang pada prakteknya nyaris tidak memxcl;:m i eah;m’z
dan konsistensi atas misi pcn)fampcz;ia;ndket)rerrse(:s;;l}:.a:fé:‘l 1;2113; Sos(})k
i pada sang pemberi modal dan bz .
mentg)zgdulﬁﬁa dalam%)r[-;ktek pemberitaan mereka. Sehlpgga ttak.]a.r;.r\g
Ee?ka mer;gajsngkat satu kasus substantif semisal korupsi, med 1‘3 1(;1.1 ‘1?121
beersuara keras dalam satu kesempatan, dan bersgalja.luna” Rielz;Si
kesempatan. Semua tergantung dari pasloke;n gnimlng;ra.Pemmk
istis an ili di pulau Jawa dar
tis antara pemilik saham utama ! ra |
i;gtdr::lz(;cil (kor:isaris) di daerah membua; media mz:\;iiglfsbzm
) ny
1 - deologi antara pusat dan daerah, yang ni: : :
g:;&fgiﬁgiar\%kan pemilik modal besar dengan orientas profit

maksimal. “
Ciri Kedua, “media sebagai herde.r }(gkuasaan }:imghpeiz;zl"\:g;
nampak tidak lebih hanya sebaga.i ‘ci.nflsl II—Iumz:s se ma.1 i
Pemerintah Daerah. Media dengan cirt inl setiap ba gn;z;:;\y;anppa o
dengan rangkaian kegiatan bupati d_an Pennm_pmkﬁ van, e g
peduli dan kritis terhadap kondisi objektif masyaraka y gt_a_n e
3 beritaan yang sama. Prosentase pcmberitaan ot
e an E,)'E;r::kat danjop‘mi pemerintah daerah menjadi tida

. . S . . - ) .a
SRILE 1 "Demi berjalannya operasi penerbitan media lokal tidak bis

berimbang,. . g g
mcnolatk limspirasi dengan pemerintah yang peny umbang ikla

> j sar
porsi terbesar. Munculnya golongan PNS sebagai khalayak terbe
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media lokal di Kalimantan membuat pemerintah daerah memiliki
kepentingan untuk “merangkul” penerbitan beroplag besar di daerah
guna menyampaikan visi dan misi pembangunan mereka, sekaligus
pula “meredam” pemberitaan segala praktek penyimpangan dan
ketidakwajaran. Masyarakat sebagaj sumber informasi tidak lagi
mendapatkan proporsi berimbang dalam pemberitaan.

Ciri terakhir, adalah munculnya gaya jurnalisme kuning di
daerah. Jurnalisme “watch dog™ yang secara ideal mengharuskan me-
dia menjadi anjing penjaga untuk mengawasi pemerintah atas segala
tindakan penyimpangan, telah berobah menjadi rangkaian media yang
mengekspolitasi berita yang secara politis tidak memiliki resiko tinggi.
Hasilnya adalah kuantitas berita hiburan dan kriminalitas yang
menonjol membuat pers lokal menjadi seperti koran kuning di Inggris
cra 1700-an. Beritanya sensasional dengan judul heboh dan cenderung
mengabaikan etika.*™***
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